GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 95 TAHUN 2017
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

Menimbang

Mengingat

DAN KEPENDUDUKAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Ayat (7)
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu membentuk
Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Jadwal Retensi
Arsip  Substantif Urusan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Kependudukan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan
Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan
Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan




Menetapkan

-2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

S. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip
Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan;

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan

Pedoman Retensi Arsip;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa TimurNomor 63);

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan

Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
SUBSTANTIF URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPEDUDUKAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Jadwal Retensi
Arsip Substantif Urusan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Kependudukan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur.

Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi Urusan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Kependudukan pada Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 3



Pasal 3

Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 telah mendapatkan persetujuan dari Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 4
Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan di Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO



Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Desember 2017

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

Dr.HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH..MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 95 SERI E.



